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Abstract
Mental health care services should be integrated, starting from the central level to the basic level so as 
to  develop community mental health care services. This study was conducted to figure  out  about mental 
health care services in Bogor city as part of the study of mental health in several areas of Indonesia 
utilizing a qualitative approach. The informants were the mental health programmer in West Java 
Provincial Health Office, Bogor City Health Office, Health Centers in Bogor city, and a psychiatrist at 
the Marzoeki Mahdi Hospital (RSMM). The study variables  include promotive, preventive, curative and 
rehabilitative efforts in mental health programs. Data were analyzed thematically according to interview 
results. The results of the study show that mental health promotion efforts were carried out through 
socialization of mental health in the community and also in schools, while for preventive efforts, including 
mentoring the patient's family, early detection of mental disorders, screening for people with mental 
disorders  in the community, formation of a mental alert village and two  minutescreening method at the 
health centers.Curative efforts were carried out based on  referral systems  of mental health patients and 
allowed health centers  to provide mental medication, while rehabilitative efforts were carried out by 
psychosocial rehabilitation  at RSMM and the self-help group program in the health centers.
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Abstrak
Upaya pelayanan kesehatan jiwa perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga 
Pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas) sehingga terbentuk layanan kesehatan jiwa berbasis 
komunitas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam  mengenai pelayanan kesehatan jiwa 
di Kota Bogor. Studi ini merupakan bagian dari studi kesehatan jiwa di beberapa wilayah Indonesia yang 
dilakukan dengan  pendekatan kualitatif.  Informan adalah  pemegang program jiwa di Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Puskesmas di Kota Bogor, serta psikiater di Rumah 
Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM). Variabel yang digali meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif dalam program kesehatan jiwa. Data dianalisis secara tematik sesuai dengan hasil wawancara. 
Hasil studi menunjukkan upaya promosi kesehatan jiwa dilakukan dengan sosialisasi kesehatan jiwa di 
masyarakat dan  di sekolah, untuk usaha preventif antara lain pendampingan keluarga pasien, deteksi dini 
gangguan jiwa, penjaringan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di masyarakat, pembentukan kelurahan 
siaga jiwa serta metode skrining 2 menit di Puskesmas.Upaya kuratif yang dilakukan meliputi  kebijakan 
rujukan pasien jiwa dari Puskesmas dapat langsung ke RSMM dan diperbolehkannya puskesmas 
memberikan obat jiwa, sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan dengan rehabilitasi psikososial yang 
dilakukan di RSMM serta program self-help group di Puskesmas.
Kata kunci : layanan kesehatan jiwa; komunitas; Bogor 
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PENDAHULUAN
 Kesehatan jiwa merupakan masalah 
kesehatan yang tidak terpisah dari masalah 
kesehatan lainnya, dan merupakan salah satu 
masalah yang akan menjadi beban tanggungan 
negara dan keluarga  akibat terjadinya kematian 
prematur dan disabilitas. 
 Pada tahun 2015, secara global, total 
tahun produktif yang hilang akibat kematian 
prematur dan kecacatan (DALY atau Disability 
Adjusted Life Years) disebabkan oleh penyakit 
tidak menular adalah sebesar 59,7%. Dengan 
penyebab utama beban penyakit tidak menular 
(PTM) ini termasuk di dalamnya adalah gangguan 
mental selain penyakit kardiovaskuler dan 
kanker.1 Prevalensi dan beban nonfatal dari 
gangguan mental secara global masing-masing 
adalah 905.733.400 kasus dan 124.193.900 Years 
live with Disability atau disingkat YLD (tahun 
produktif hilang akibat disabilitas). Lima persen 
dari DALY global dan 15,7% dari YLD global 
disebabkan oleh gangguan mental.2 Di Indonesia 
berdasarkan Riskesdas 2013 prevalensi gangguan 
mental emosional (GME) penduduk usia 15 tahun 
ke atas ialah 6% dan gangguan jiwa berat sebesar 
1,7 per mil penduduk.3 Artinya dengan jumlah 
penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa4, ada 
lebih dari 14 juta jiwa yang mengalami gangguan 
mental emosional, sedangkan untuk gangguan 
jiwa berat ada 1-2 orang dari 1000 penduduk 
Indonesia yang mengalami gangguan jiwa berat. 
Angka tersebut tidak bisa dibilang sedikit dan 
menjadi beban keluarga dan negara dan akan 
semakin meningkat jika tidak ditangani dengan 
pelayanan kesehatan yang adekuat. Pemerintah 
Indonesia mengupayakan pelayanan kesehatan 
jiwa yang dapat dijangkau oleh lebih banyak 
masyarakat, yaitu melalui Undang-Undang no.36 
Tahun 20095 dan UU Kesehatan Jiwa no.18 tahun 
2014.6 Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan mengatur kesehatan jiwa dalam bab 
tersendiri yaitu bab IX, dari Pasal 144 sampai 
dengan Pasal 151. Pasal 144 ayat (1) menjelaskan 
bahwa upaya kesehatan jiwa memiliki tujuan 
menjamin agar setiap orang dapat menikmati 
kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari 
ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa. 
 Dukungan pemerintah melalui lahirnya 
UU no 36 tahun 2009 dan UU no 18 tahun 2014 
diharapkan dapat memberikan perlindungan dan 
menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang 
dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang 
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), memberikan 
pelayanan kesehatan secara terintegrasi, 
komperehensif dan berkesinambungan melalui 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
bagi setiap orang terutama ODMK dan ODGJ. Salah 
satu daerah yang ingin diketahui layanan kesehatan 
jiwanya  ialah Jawa Barat yang berdasarkan hasil 
Riskesdas termasuk dalam provinsi yang memiliki 
tingkat gangguan mental emosional yang tinggi.3 
Pada Riskesdas 2013, prevalensi gangguan mental 
emosional di Provinsi Jawa Barat khususnya 
kota Bogor termasuk prevalensi tinggi Riskesdas 
menyebutkan prevalensi di Kota Bogor sebesar 
28,1% sedangkan prevalensi gangguan jiwa 
berat di Kota Bogor menurut Riskesdas 2013 ada 
sebesar 0,57 per mil.7 Perlu diketahui lebih rinci 
mengenai upaya pelayanan gangguan jiwa berbasis 
komunitas di Kota Bogor. 
BAHAN DAN METODE
 Pada tahun 2017, dilakukan Studi 
Kesehatan Jiwa pada Beberapa Daerah di Indonesia 
tahun 2017 secara cross sectional8 kemudian untuk 
mengetahui lebih jauh upaya pelayanan gangguan 
jiwa berbasis komunitas di Kota Bogor dilakukan 
studi kualitatif melaui wawancara mendalam dan 
kuantitatif dengan data sekunder  untuk mengetahui 
gambaran pelayanan kesehatan jiwa termasuk di 
Jawa Barat dan khususnya di Kota Bogor. 
 Pengambilan data kualitatif dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam terhadap 
informan yang telah ditentukan oleh peneliti. 
Informan ditentukan berdasarkan teknik non 
probability sampling yaitu purposive sampling, 
responden dipilih berdasarkan pertimbangan 
tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 
Informan ialah pemegang program jiwa di Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2 orang), pemegang 
program jiwa di Dinas Kesehatan Kota Bogor (2 
orang), pemegang program jiwa di Puskesmas X 
dan Y di Kota Bogor (masing-masing 1 orang), 
serta psikiater di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, 
Bogor (2 orang). Selain wawancara mendalam, 
peneliti juga menggunakan data sekunder yang 
diperlukan.
 Variabel yang digali meliputi gambaran 
pelaksanaan program promotif, preventif, kuratif, 
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dan rehabilitatif  bagi setiap orang terutama ODMK 
dan ODGJ di Kota Bogor pada tingkat Dinkes 
Provinsi Jawa Barat, Dinkes Kota Bogor dan 
Puskesmas. Sebelum data dianalisis maka dibuat 
transkrip dan matriks terlebih dahulu, kemudian 
data dianalisis secara tematik sesuai dengan hasil 
wawancara.
 Etik penelitian ini berdasarkan ethical 
clearance dari Komisi Etik Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan 
pada Tahun 2017 dengan nomor LB.02.01/2/
KE.200/2017.
HASIL
 Prevalensi gangguan jiwa berat di Kota 
Bogor menurut Riskesdas 2013 ada sebesar 0,57 
per mil, sedangkan untuk prevalensi gangguan 
mental emosional pada penduduk umur ≥15 
tahun menurut Self Reporting Questionnaire-
20(SRQ 20) ialah sebesar 28,1% merupakan kota 
dengan prevalensi gangguan mental emosional 
tertinggi di Jawa Barat.7 Prevalensi yang besar 
tersebut memerlukan pelayanan kesehatan jiwa 
yang memadai. Menurut informan, di Kota Bogor 
ada sejumlah 12 pelayanan kesehatan jiwa dasar 
pada tahun 2017 dan 1 pelayanan kesehatan jiwa 
rujukan yaitu Rumah Sakit Marzuki Mahdi serta 
1 tempat rehabilitasi sosial yaitu Puskesmas 
Sindangbarang bekerja sama dengan Palamarta di 
bawah Kementrian Sosial.
 Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas 
83 orang di Dinkes Kota Bogor dan 523 orang di 
Puskesmas di seluruh Kota Bogor.9 Adapun untuk 
tenaga layanan kesehatan jiwa, di 12 Puskesmas 
yang terdapat layanan jiwa terdapat 1 orang 
dokter umum  dan 1 orang perawat yang bertugas 
melakukan deteksi, terapi dan tata laksana masalah 
gangguan jiwa. Agar tenaga yang ada memiliki 
kemampuan yang baik dan sebagai peningkatan 
pengetahuan gangguan jiwa maka dinkes 
Kota Bogor mengupayakan pelatihan internal 
yang mengupayakan peningkatan kemampuan 
pemegang program jiwa di Puskesmas.  Informan 
pemegang program Dinkes Kota Bogor 
mengatakan mengenai peningkatan kemampuan 
tenaga pemegang program jiwa di Puskesmas.
 “Kami Dinkes mengupayakan untuk 
me-refresh dengan mengundang narsum dari 
Kemenkes dan para ahli untuk keilmuan kesehatan 
jiwa, baik untuk diagnose, terapi dan tata laksana, 
kami anggap itu sebagai refresh ilmu buat teman-
teman pemegang program jiwa.”(Informan R, 
Dinkes Kota Bogor)
 “Selain itu, bersama RSMM ada 12 
Puskesmas yang tergabung dalam ACT yang 
selalu ada refresh ilmu setiap tahun.”(Informan 
R, Dinkes Kota Bogor)
Upaya promotif
 Upaya promosi gangguan jiwa perlu 
dilakukan agar memperkuat kemampuan individu 
dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa. 
Namun hal ini diakui belum banyak dilakukan. 
Psikiater di RSMM mengakui bahwa pencegahan 
gangguan jiwa masih berupa kegiatan-kegiatan 
peringatan saja, namun belum ada kegiatan 
promotif yang terprogram.
 “Tapi untuk promosi ya itu kayaknya masih 
belum, promosi kesehatan jiwanya tuh masih 
belum, walaupun sudah ada event-event tentang 
kesehatan jiwa, untuk bunuh diri, kesehatan anak, 
geriatri ya itu sudah ada tapi hanya sebatas itu 
hanya waktu event aja, hari kesehatan terus 
kemudian tentang bunuh diri hanya itu saja event- 
event itu aja”(Informan Psikiater S, RSMM)
 Menurut Dinkes Kota Bogor, upaya 
promosi dilakukan oleh pemegang program jiwa 
bersama promosi kesehatan (promkes) yang 
mensosialisasikan tentang kesehatan jiwa ke 
masyarakat.
 Kalau promotif kita. Yaitu dengan adanya 
kelompok-kelompok pendampingan itu, sebenernya 
sudah merupakan tindakan promotif ya dari 
kita, gitu. Dan kalau dipuskesmas sih, biasanya 
pemegang program jiwa sih, berdampingan 
dengan promkes, yang melakukan promosi. Jadi 
di puskesmas kan ada lokmin bulanan tuh, nah 
itu masing-masing pemegang program jiwa itu 
menitipkan pada promkes, apa yang diperlukan. 
Misalnya, si pemegang prgram jiwa menitipkan 
kepada promkes bahwa kita mau ada sosialisasi 
tentang kesehatan jiwa di masyarakat, gitu. Jadi 
nanti promkes akan menyebarluaskan informasi 
tersebut dan sosialisasi.(Informan F, Dinkes Kota 
Bogor)
 Di tingkat Puskesmas upaya promosi 
yang dilakukan salah satunya ialah penyuluhan 
mengenai kesehatan jiwa di UKS sekolah.
 “Jadi masih ada nanti program- program 
yang lain yang belum lagi nanti penyuluhan ke - 
sekolah tentang UKS kesehatan jiwa berdasarkan 
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kelompok umur gitu.”(Informan Y, pemegang 
program jiwa Puskesmas X).
 Upaya promotif di sekolah juga dilakukan 
di Puskesmas Y, seperti yang diungkapkan oleh 
informan;
 “selain itu juga dilakukan sosialisasi 
program kesehatan jiwa di sekolah.  Sosialisasi 
program kesehatan jiwa di sekolah dilakukan 
sebagai program tahunan, yang dilakukan pada 
siswa di Kota Bogor mengenai kesehatan jiwa 
remaja meliputi materi mengenai jiwa yang sehat, 
pengertian cemas serta materi ringan untuk siswa 
yang baru masuk SMP”(Informan M, pemegang 
program jiwa Puskesmas Y).
1. Upaya preventif
 Selain pengobatan yang dilakukan 
di Rumah Sakit, RSMM juga berperan aktif 
melakukan pendampingan ke Puskesmas. 
Psikiater S mengatakan bahwa bidang kesehatan 
jiwa masyarakat (keswamas) di RSMM banyak 
melakukan pendampingan ke Puskesmas dan 
turun ke masyarakat. Seperti disampaikan; 
 “kita ke puskesmas-puskesmas selain 
pendampingan, terapi ya terhadap orang dengan 
gangguan jiwa, juga edukasi tentang atau 
memberikan apa namanya apa itu gangguan 
jiwa, penyuluhan, apa itu maksudnya gangguan 
jiwanya bagaimana, ciri- cirinya, terus kemudian 
bagaimana kelanjutannya atau bagaimana juga 
keluarganya gitu”(Informan Psikiater S, RSMM)
 Partisipasi masyarakat dalam pelayanan 
masalah kesehatan jiwa amat penting. Salah 
satu sumber daya yang memiliki peran penting 
dalam membantu Puskesmas dalam menangani 
masalah kesehatan jiwa di masyarakat ialah kader. 
Kota Bogor memiliki kader kesehatan jiwa yang 
berperan dalam melakukan deteksi masyarakat 
yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Kader 
mendatangi rumah masyarakat dan melakukan 
deteksi apakah ada anggota keluarga yang memiliki 
masalah kesehatan jiwa. 
 “Karena kader saya door to door. Kita 
punya deteksi yang satu tahun sekali mereka itu 
harus meng update data, meng update data berapa 
jumlah kelompok sehat, berapa jumlah kelompok 
resiko, berapa jumlah gangguan.”(Informan Y, 
pemegang program jiwa Puskesmas X).
 Informan dari Puskesmas Y juga 
menyatakan hal yang serupa, dimana peran kader 
sangat penting dan membantu dalam penjaringan 
pasien ODGJ.  Seperti pernyataannya berikut :
 “Kader jiwa sangat berperan membantu, 
untuk memberikan informasi mengenai adanya 
ODGJ di lingkungan nya..” (Informan M, 
pemegang program jiwa Puskesmas Y).
 Selain membentuk kader jiwa, Puskesmas 
X juga memiliki kebijakan penanganan gangguan 
jiwa dengan membentuk Kelurahan Siaga Jiwa. 
Kelurahan siaga jiwa ini dibentuk berawal dari 
kerja sama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan 
UI. Kelurahan siaga jiwa ini dibentuk agar ada 
partisipasi masyarakat dalam membantu pasien 
gangguan jiwa untuk berobat dan kembali ke 
masyarakat. 
 “Kebijakannya kalau di puskesmas ya 
jelas kita sudah punya kelurahan siaga sehat jiwa, 
terus kemudian kita ada polinya, terus kemudian 
yang jelas kita mengedepankan pasien itu ya, 
maksudnya bener- bener bagaimana dia bisa 
mandiri.”(Informan Y, pemegang program jiwa 
Puskesmas X).
 Informan M dari Puskesmas Y juga 
mengakui bahwa tokoh masyarakat juga memiliki 
peran penting dalam mendukung pelaksanaan 
program jiwa di masyarakat. 
 “Tokoh masyarakat seperti ketua RW juga 
membantu, misalnya dalam pengurusan kartu 
BPJS apabila ODGJ belum memiliki kartu 
BPJS” (Informan M, pemegang program jiwa 
Puskesmas Y).
 Salah satu program yang dilaksanakan di 
Puskesmas X dan Y yaitu adanya poli kesehatan 
jiwa yang memberikan pelayanan pada pasien-
pasien jiwa. Pada Puskesmas X penjaringan 
kesehatan jiwa dilakukan dengan metode skrining 
2 menit.  Kegiatan lain yang dilakukan di luar 
Puskesmas yaitu  sosialisasi program kesehatan 
jiwa di sekolah. Seperti pernyataan Informan M 
berikut:
 “penjaringan kesehatan jiwa dilakukan 
dengan metode skrining 2 menit (Informan M, 
pemegang program jiwa Puskesmas Y).
 Dinkes Kota Bogor mengatakan, upaya 
pencegahan amat perlu dilakukan. Dinkes kota 
Bogor akan mengupayakan pencegahan masalah 
kesehatan jiwa dengan melakukan deteksi dini 
masalah kesehatan jiwa. Harapan dari deteksi ini 
ialah dapat menemukan masalah kesehatan jiwa 
lebih awal sehingga pengobatannya tidak terlalu 
berat. Seperti dikatakan oleh pelaksana program 
kesehatan jiwa;
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 “Kalau tahun depan, preventif promotifnya 
itu, dengan case findingnya lebih banyak, kita 
bisa mencegah orang yang tadinya gejala, tidak 
bisa menjadi gangguan. Kan ketika dia sudah 
gangguan, dia butuh obat lah, untuk apa... Tapi 
kalau sudah bisa dicegah dari ranah depannya, 
berarti kan dia cuma perbaiki apa-apanya, lebih ke 
preventifnya ya.. pencegahannya, gitu.”(Informan 
R, Dinkes Kota Bogor).
 Dalam mendukung upaya deteksi 
gangguan jiwa di masyarakat, Dinkes Kota Bogor 
juga mengupayakan pelatihan dokter dan perawat 
jiwa agar dapat lebih percaya diri melakukan 
deteksi dini gangguan jiwa.
 Iya. Jadi 1 puskesmas itu, harus ada 
penanggungjawab dokter jiwanya dan pengelola 
program jiwanya.Ini pengelola jiwanya harus 
perawat. Karena basicly, ketika butuh perawat 
atau psikolog.. Tapi di kita kan ga ada psikolog..
malah satu-satunya lagi cuti hehe. Jadi ga ada.
Jadi harus perawat dan dokter. Nah mereka ini 
yang bakal kita refresh lagi. Karena beberapa 
puskesmas banyak yang berubah, dokter dan 
perawat pengelolanya. Jadi itu akan kita refresh 
lagi. (Informan R, Dinkes Kota Bogor).
 Lebih lanjut, dalam rangka menguatkan 
kemampuan dalam mendeteksi dini gangguan jiwa 
maka Dinkes Kota Bogor juga mengupayakan 
pelatihan kader jiwa, seperti dikatakan oleh 
informan;
 Kita mau ada pelatihan kader. Kader 
keswa. Jadi sebenernya, semua puskesmas sudah 
mempunyai kader keswa masing-masing.Kita mau 
ngerfresh aja. Ngerefresh, dan kita mau bangunin 
temen-temen yang sebenernya udah punya tapi 
enggak diaktifkan, ga diberdayakan si kadernya 
itu. Jadi mau direfresh sekaligus buat temen-temen 
yang memang sudah punya dia mau nambah-
nambah lagi, kita akomodir untuk kita latih.Itu 
sekitar 100 orang kader.(Informan R, Dinkes Kota 
Bogor)
2. Kuratif
 Kota Bogor memiliki Rumah Sakit 
Marzoeki Mahdi (RSMM) yang merupakan 
rujukan nasional penanganan masalah gangguan 
jiwa. Layanan terhadap penderita gangguan 
jiwa yang utama ialah pengobatan. Seperti yang 
dikatakan oleh informan dokter jiwa di RSMM.
 “Jadi dengan pengobatan farmasi dan juga 
non- farmasi.”(Informan Psikiater S, RSMM).
 “Rumah sakit Marzoeki Mahdi ini, kita 
ada pemberian psikofarmaka itu di poliklinik, itu 
kan pengobatan seperti rutin seperti ini, itu untuk 
obat-obatannya.”(Informan Psikiater L, RSMM).
 Pasien jiwa yang telah didiagnosis oleh 
Psikiater di RSMM dan mendapatkan pengobatan, 
untuk selanjutnya bila kondisi nya telah stabil 
bisa mendapatkan obat di Puskesmas, sehingga 
lebih memudahkan pasien dalam mendapatkan 
pengobatan rutin nya. Seperti pernyataan informan 
M dari Puskesmas Y berikut :
 “Puskesmas menyediakan obat-obat 
jiwa untuk pasien jiwa yang telah terdiagnosis 
dari RSMM, jika kondisi nya telah stabil maka 
bisa mendapatkan pengobatan selanjutnya di 
Puskesmas, sehingga pasien tidak perlu ke RS 
lagi...” (Informan M, pemegang program jiwa 
Puskesmas Y)
 Hal yang serupa juga disampaikan oleh 
informan dari Puskesmas X bahwa di Puskesmas 
sudah dapat memberikan obat dengan kriteria 
terbatas, namun jika dengan obat tersebut tidak 
teratasi maka pasien dirujuk ke RSMM:
 “Barangkali memang apa ya, secara teori 
memang boleh lah, misalnya obat-obat itu hanya 
3 in 1(THP, Haloperidol dan ZPZ) di puskesmas, 
contohnya kebijakan dari, dari depkesnya gitu 
ya. Tapi kadang- kadang tidak semua pasien bisa 
memakai 3 in 1 gitu. Jadi kalau misalnya dia 
harus obat yang lain, dia harus dirujuk ke rumah 
sakit Marzoeki Mahdi.”(Informan Y, pemegang 
program  jiwa Puskesmas X)
3. Rehabilitatif
 Salah satu upaya yang dilakukan agar pasien 
gangguan jiwa dapat mandiri ialah rehabilitasi. 
Rehabilitasi diupayakan agar pasien dapat kembali 
lagi ke masyarakat dengan kemampuan diri yang 
baik dan juga memiliki penghasilan agar dapat 
hidup mandiri. Rehabilitasi psikososial yang sudah 
berjalan Informan Dinkes Provinsi Jawa Barat 
mengatakan pihaknya sedang mengupayakan 
peraturan daerah (Perda) mengenai Kesehatan Jiwa 
Masyarakat (Keswamas) yang dapat mendukung 
terlaksananya upaya rehabilitasi dengan partisipasi 
yang lebih luas dari lintas sektor, seperti yang 
dikatakan oleh informan Dinkes Provinsi Jawa 
Barat;
 Nah itu tadi kan, mangkanya kita dorong 
ke Perda Keswamas biar bisa komprehensif 
sebenernya. Dan perencanaannya untuk di rumah 
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sakit jiwa di anggaran dasarnya sendiri nanti..
Komprehensiflah. Jadi ada bengkel kerja, ada 
coffee shop  ya segala macem, rencananya sih. 
Rencana tahun ini, kalau enggak tahun depan, 
seperti itu. (Informan A, Dinkes Provinsi Jawa 
Barat).
 Sedangkan di tingkat rumah sakit, ada 
kegiatan rehabilitasi psikososial, edukasi ke 
masyarakat, seperti yang disebutkan oleh informan:
 “Nah biasanya dengan non farmasi ini 
kita melakukan dengan rehabilitasi psikososial itu 
ya. Jadi misalnya dia apa namanya ya mungkin 
dengan terapi-terapi perilaku, terapi kognitifnya 
ya. kemudian vokasionalnya, artinya latihan- 
latihan kerjanya.” (Informan Psikiater S, RSMM).
 Kepala instalasi rehabilitasi psikososial 
menjelaskan kegiatan rehabilitasi psikososial yang 
dilakukan RSMM kepada ODGJ. Rehabilitasi 
psikososial ini dilakukan agar ODGJ dapat kembali 
menjalankan aktifitas sehari-hari seperti fungsinya 
sebelum mengalami gangguan jiwa. 
 “Rehabilitasi psikososial itu merupakan 
modalitas terapi untuk orang dengan gangguan 
jiwa, begitu. jadi orang yang gangguan jiwa itu 
kan mengalami yang namanya disabilitas atau 
ketidakmampuan mengerjakan aktifitas dan 
fungsi sehari- harinya, misalnya gara- gara ada 
halusinasi ada bisikan- bisikan, lihat bayangan 
atau ada delusi, dia takut, waswas, nggak mau 
keluar rumah, atau ada gejala negatif dari penyakit 
schyzophrenia atau mood nya yang menurun pada 
depresi, atau ada gangguan- gangguan yang 
lainnya ya membuat dia gak bisa menjalankan 
aktifitas sehari- hari.”(Informan Psikiater L, 
RSMM).
 Kegiatan rehabilitasi psikososial diawali 
dengan psikoedukasi yaitu pemberian materi 
mengenai kesehatan jiwa bagaimana mengenali 
gejala yang dialami, apa yang perlu dilakukan 
jika mengalami gejala gangguan jiwa dan 
kemana mencari pertolongan jika mengalami 
gejala gangguan jiwa. Psikiater yang merupakan 
informan menjelaskan :
 “Psikoedukasi tuh pemberian materi 
kesehatan jiwa dengan tujuan meningkatkan 
pengetahuan, wawasan, dan kemampuan pasien 
mengenali penyakitnya gitu, jadi psikoedukasi 
itu rutin kita kasih tentang apa sih gejala-gejala 
gangguan jiwa, apa sih yang dilakukan kalau kamu 
terkena gangguan jiwa. Pilihan pengobatannya 
apa, dan pengobatannya apa, pentingnya 
melakukan terapi bicara bagaimana, gitu ya. 
Efek samping obatnya seperti apa. Dengan pasien 
lebih menyadari apa yang terjadi pada dirinya, 
dan mengetahui apa yang dia harus kerjakan, itu 
akan mempercepat proses pemulihan.”(Informan 
Psikiater L, RSMM).
 Kegiatan lain dalam rehabilitasi psikososial 
ialah keterampilan sosial bagi ODGJ karena 
biasanya kemampuan sosial penderita menurun. 
Berikut informasi dari psikiater RSMM;
 “kita ada yang namanya latihan 
keterampilan sosial. Jadi pasien itu kemampuan 
keterampilan sosialnya udah banyak yang 
menurun, bagaimana cara ngobrol dengan orang 
lain tuh kan kadang-kadang acuh tidak acuh, orang 
ngomong dian ngeliatin ke mana.”(Informan 
Psikiater L, RSMM).
 “nah itu ada terapi atau latihan 
keterampilan sosial, atau social skill training, 
diajarin lagi kamu kalau ada orang berbicara, 
tatap matanya, badannya agak maju ke depan, 
kemudian bilang ya oh gitu ya, atau mengulang 
apa yang dia ucapkan, untuk menunjukkan kamu 
dengerin dia. jadi orang yang diajak ngobrolpun 
enak ngobrolnya dengan pasien.”(Informan 
Psikiater L, RSMM).
 Pemulihan daya pikir juga dilatih dalam 
rehabilitasi psikososial yaitu dengan remediasi 
kognitif, penderita dilatih untuk memusatkan 
pikiran, kemampuan berkonsentrasi, serta 
memperbaiki kemampuan ingatannya. Seperti 
dikatakan informan;
 “Orang dengan gangguan jiwa itu 
mengalami gangguan di kognitifnya. Kognitif itu 
apa, kemampuan untuk memusatkan perhatian, 
kemampuan untuk berkonsentrasi, kemampuan 
untuk kemudian apa namanya memori gitu ya, daya 
ingat, dan kemampuan memecahkan masalah, 
kecepatan motoriknya, kelancaran ngobrolnya 
itu semua kognitif. Nah pada gangguan jiwa 
kognitifnya sudah terganggu juga, sehingga 
kita perlu lakukan namanya latiihan remediasi 
kognitif.”(Informan Psikiater L, RSMM).
 Kemandirian penderita juga perlu 
diupayakan agar dapat memiliki penghasilan, 
pelatihan mengenai berbagai keterampilan juga 
diajarkan di rehabilitasi psikososial yang disebut 
terapi okupasi dan vokasional.
 “Nah ini buatan mereka nih, bikin gerabah 
dari tanah liat, bikin kerajinan sulaman seperti ini, 
kerajinan flanel.”(Informan Psikiater L, RSMM).
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 “Terus bikin telor asin, ada perkebunan, 
tanaman organik dan hidroponik, itu dia yang 
dilakukan di rehab.”(Informan Psikiater L, 
RSMM).
 “latihan namanya latihan keterampilan 
hidup, nah ini juga dilatih, latihan keterampilan 
hidup. Jadi gimana sih cara beresin tempat 
tidur, menyiapkan meja makan, kebersihan 
diri.”(Informan Psikiater L, RSMM).
 Kegiatan pelayanan jiwa Puskesmas X ada 
beberapa bentuk. Selain poli jiwa, Puskesmas juga 
memiliki program ACT (Assertive Community 
Treatment) yang bekerja sama dengan RSMM 
dalam bentuk kunjungan tim Puskesmas dan 
rumah sakit mengunjungi pasien. 
 “Belum nanti lagi kita program 
pengembangan kita kan banyak bu, di jiwa ini. Ada 
namanya ACT (Assertive Community Treatment), 
kita itu bekerjasama dengan Marzoeki Mahdi. 
Jadi ini program yang memang dikhususkan 
untuk pasien-pasien gangguan jiwa berat. Jadi 
nanti multi disiplin ilmu kita turun ke lapangan 
gitu ya. Jadi kita nanti mengunjungi pasien, 
jadi settingnya setting bukan rumah sakit, jadi 
kita yang ngunjungin.”(Informan Y, pemegang 
program jiwa Puskesmas X).
 Selain ACT Puskesmas X juga memiliki 
program pemberdayaan pasien melalui kegiatan 
SHG (Self Help Group). Kegiatan ini berupa terapi 
kelompok berisi pemberdayaan kepada pasien 
gangguan jiwa agar dapat memiliki keahlian untuk 
mandiri. 
 “Kan masih ada program- program 
pengembangan yang lainnya. Contohnya saya 
harus SHG (self- help group) untuk pasien-pasien 
gangguan jiwa, iya jadi karena mereka itu dengan 
adanya terapi kelompok seperti itu jadi dia merasa 
tidak sendiri. Sama keluarganya juga diterapi 
gitu.”(Informan Y, pemegang program jiwa 
Puskesmas X).
 Berbeda dengan program ACT dan 
SHG yang telah dilaksanakan di Puskesmas 
X, puskesmas Y belum menjalankan program-
program tersebut.  
RENCANA KE DEPAN
 Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat 
memiliki beberapa rencana mengenai kesehatan 
jiwa di tahun depan diantaranya mengemas 
kegiatan kesehatan jiwa menjadi lebih menarik 
sehingga menjadi program yang diunggulkan 
untuk dilaksanakan, lalu juga agar lebih mengena 
dinkes provinsi ingin bekerja sama dengan orang 
di luar pemerintahan lalu juga ada seminar juga. 
 “Kita tuh pengennya nih, harus bisa 
menjual dulu nih. Menjual kayak gimana rupa, 
kita kemas sedemikian rupa. Kita nanti ada orang-
orang yang di luar pemerintahan. Kata dokter R 
bilang, ada CSR nya yang ngebantu. Pengennya 
sih ke arah sana untuk tahun depan. Tapi untuk 
tahun ini kita kerja sama mah udah kerja sama sih. 
Nanti insyaa Allah ada kegiatan juga.”(Informan 
A, Dinkes Provinsi Jawa Barat).
 Sementara itu, perencanaan program 
kesehatan jiwa untuk tahun depan, dinkes Kota 
Bogor ingin memperbaiki deteksi dini kesehatan 
jiwa agar masalah kesehatan jiwa dapat diketahui 
lebih dini sehingga penanganannya dapat lebih 
optimal. 
 “Mungkin ke depannya ya itu, melakukan 
deteksi dini itu yang harus dikejar, dibuat lagi 
inovasinya harus gimana nihh..”(Informan R, 
Dinkes Kota Bogor).
PEMBAHASAN
 Adanya UU no 36 tahun 2009 dan UU 
Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014 mencerminkan 
adanya upaya pemerintah untuk penguatan 
pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu, ada beberapa 
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) yang 
mendukung upaya pelayanan kesehatan jiwa yaitu 
PMK no 43 tahun 2016 tentang Standar Minimal 
Pelayanan (SPM) yang salah satunya mengenai 
pelayanan gangguan jiwa berat, kemudian PMK 
no 39 tahun 2016 mengenai Program Indonesia 
Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan PMK no 
75 tahun 2014 mengenai pemanfaatan Puskesmas 
sebagai penyelenggara fungsi upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. 
 Namun demikian, undang-undang dan 
peraturan pemerintah mengenai pelayanan 
kesehatan jiwa tersebut masih memiliki  hambatan 
lainnya yaitu belum dilaksanakan secara optimal 
dan upaya untuk memperbaiki sistem kesehatan 
jiwa menghadapi banyak tantangan.10
 Saat ini, pelayanan kesehatan jiwa di 
Jawa Barat khususnya di Kota Bogor mulai 
menunjukkan geliatnya. Perhatian mulai terlihat 
di Dinkes Provinsi Jawa Barat yaitu membuat 
struktur tersendiri yaitu bagian jiwa dan PTM, 
dengan demikian diharapkan adanya kegiatan 
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khusus yang dapat dilakukan.Selain itu di Dinkes 
Kota Bogor, masalah jiwa juga mulai diperhatikan 
dan dikaitkan dengan program lainnya.
 Pelayanan kepada pasien gangguan jiwa 
berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa No 
18 tahun 2014 harus dilakukan dengan sistem 
pelayanan berjenjang dari fasilitas kesehatan 
primer seperti Puskesmas hingga rumah sakit 
tingkat kabupaten untuk melayani pasien 
pengobatan gangguan jiwa. Upaya pelayanan 
kesehatan jiwa pada tingkat primer di Kota Bogor 
terlihat dengan adanya poli jiwa di Puskesmas serta 
pemberdayaan masyarakat melalui kader jiwa dan 
kelurahan siaga jiwa. Hal ini dapat memperlihatkan 
adanya usaha menuju layanan kesehatan jiwa di 
masyarakat, walaupun dalam pelaksanaannya 
masih mengalami kendala. Layanan kesehatan 
jiwa di masyarakat merupakan hal yang dilakukan 
di negara maju, namun untuk negara berkembang 
hal ini menjadi kendala dikarenakan minimnya 
sumber daya yang dimiliki serta aspek manajerial 
yang belum banyak dipahami.11 Desa Siaga 
Sehat Jiwa (DSSJ), yang merupakan bagian 
dari desa siaga menjadi salah satu solusi untuk 
mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. 
Pelayanan kesehatan jiwa ini terintegrasi dengan 
pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.12 
Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan 
komunitas sehat mental terbukti efektif membantu 
kinerja profesional di bidang kesehatan mental 
dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap 
pentingnya kesehatan mental.13 Upaya promosi 
kesehatan jiwa ialah upaya yang dilakukan agar 
masyarakat tetap sehat atau bahkan kesehatannya 
lebih baik.14 Upaya promotif diakui oleh pihak 
Dinkes Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor, 
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yaitu dalam hal ini Rumah 
Sakit Marzoeki Mahdi, serta Puskesmas belum 
banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan fokus utama 
masih pada upaya kuratif. Selain itu program dan 
kegiatan rutin yang dilakukan pihak Dinkes, RSJ 
dan Puskesmas serta kurangnya SDM menjadi 
faktor penghambat. Upaya promotif yang dapat 
dilakukan diantaranya ialah bersama LSM serta 
profesional bekerja sama promosi kesehatan jiwa, 
menunjuk tokoh publik sebagai duta kesehatan 
mental untuk promosi, meningkatkan hubungan 
sosial di antara keluarga, teman serta figur penting 
yang lain yang dapat menjadi sumber dukungan 
ketika ada kesulitan, menjalankan kebiasaan serta 
gaya hidup sehat seperti olahraga, meningkatkan 
pengetahuan mengenai kesehatan jiwa serta 
promosi mempertimbangkan keberagaman 
budaya14, selain itu promosi pada kalangan muda 
ialah melalui sekolah15, serta rumah ibadah seperti 
yang dilakukan oleh negara Asia lainnya seperti 
Malaysia dan Thailand16.
 Berbeda dengan upaya promotif yang 
belum banyak dilakukan, upaya preventif telah 
dilaksanakan di Kota Bogor. Program preventif 
yang dilaksanakan di Kota Bogor tujuan utamanya 
ialah untuk upaya deteksi dini kesehatan jiwa. Hal 
ini dilaksanakan baik di Dinkes Provinsi Jawa 
Barat maupun Dinkes Kota Bogor serta Puskesmas 
di Kota Bogor. Deteksi dini ini diupayakan untuk 
mengetahui lebih awal adanya masalah kesehatan 
jiwa sehingga dapat lebih cepat ditangani. Program 
pelatihan yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi 
Jawa Barat dilakukan untuk petugas kesehatan 
agar nantinya dapat melakukan deteksi dini pada 
guru bimbingan konseling di sekolah dan juga 
tenaga kesehatan. Sedangkan di Dinkes Kota 
Bogor deteksi dini dilakukan di masyarakat yaitu 
melalui Puskesmas dan sekolah.
 Selain itu Dinkes Kota Bogor juga 
melakukan pelatihan dokter dan kader jiwa yang 
tujuannya agar dapat melakukan penjaringan 
gangguan jiwa pada layanan kesehatan tingkat 
primer. Berbagai upaya dilakukan agar deteksi 
gangguan jiwa dapat segera dilakukan dengan 
juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat 
seperti kader dalam penjaringan gangguan jiwa, 
yang kemudian disebut kader jiwa dan juga 
dibentuknya Kelurahan Siaga Jiwa. Kader jiwa 
bertugas membantu kegiatan perawat puskesmas 
dalam program kesehatan jiwa. Tugas mereka 
yaitu menemukan kemungkinan kasus gangguan 
jiwa, mengelompokkan mereka  diantara 
masyarakat, mengunjungi rumah mereka, merujuk 
mereka ke Puskesmas, memotivasi masyarakat 
untuk menghadiri kegiatan yang disediakan oleh 
Puskesmas serta dokumentasi dan pelaporan ke 
Puskesmas.17
 Layanan kesehatan jiwa di Kota Bogor 
melibatkan rumah sakit jiwa, Puskesmas dan 
juga partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan 
gambaran dari dilaksanakannya layanan kesehatan 
jiwa masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya juga 
melibatkan pihak swasta, LSM, serta Universitas. 
Kemitraan dengan lintas sektor ini pada negara 
miskin dan berkembang merupakan upaya 
membantu pemerintah dalam meningkatkan 
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kapasitas tenaga kesehatan, mengisi kekurangan 
pelayanan, serta membantu memberdayakan 
masyarakat, dan juga agar pemenuhan layanan 
kesehatan jiwa di masyarakat lebih optimal.18
 Pada penelitian ini Puskesmas mem-
berikan obat psikofarmaka sebagai obat dasar 
pada penanganan gangguan jiwa. sehingga 
pengobatan dapat dilakukan lebih rutin, berbeda 
dengan penelitian lain yang dilakukan di Bali yaitu 
responden mengatakan kurang memanfaatkan 
pelayanan di Puskesmas dikarenakan tidak ada 
obat sesuai yang diberikan oleh RSJ.19 Sebuah 
review menyatakan bahwa pada beberapa kasus, 
obat-obatan ini tidak pernah dipakai, pada kasus 
yang lain obat-obatan ini kadang tidak tersedia. 
Ketersediaan obat-obatan ini berdasarkan 
permintaan dari Puskesmas, sehingga jika 
Puskesmas tidak pernah meminta obat-obatan ini 
juga tidak akan disediakan.20
 Pemegang program jiwa di Puskesmas 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih non 
spesialis. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya 
SDM spesialis jiwa dan juga luasnya cakupan 
pelayanan. Pada negara miskin dan berkembang 
yang SDM kesehatan jiwanya terbatas, hal ini 
merupakan solusi yang dapat dilakukan dan 
merupakan salah satu upaya agar cakupan 
pelayanan kesehatan jiwa lebih luas lagi.21 
Namun, hal ini bukannya tidak mengalami banyak 
tantangan, dimana selama ini dokter dan pekerja 
kesehatan di Puskesmas menghadapi beban yang 
sangat berat dalam pekerjaannya. Pekerjaan dokter 
dan pekerja kesehatan di Puskesmas tidak hanya 
memeriksa pasien namun harus menjalankan 
begitu banyak program.20
 Secara umum upaya pelayanan kesehatan 
jiwa di Kota Bogor sudah mulai ada dari 
Puskesmas hingga rumah sakit, namun demikian 
ada hambatan yang dialami
KESIMPULAN DAN SARAN
 Masalah kesehatan jiwa mulai diperhatikan 
baik di Dinkes Provinsi Jawa Barat maupun di 
Dinkes Kota Bogor. Masalah kesehatan jiwa di 
tahun 2017 juga dirasa sedang naik daun oleh 
dinkes Kota Bogor dan digandeng berbagai 
pihak dan diikutsertakan dalam berbagai 
program kesehatan (PTM, lansia, haji, PKPR, 
penanggulangan bencana). Pelayanan kesehatan 
jiwa di Puskesmas sudah mulai ada walaupun 
belum mencukupi dari segi tenaga kesehatannya 
maupun ketersediaan obat jiwa. Pengobatan yang 
komprehensif juga sudah ada di Kota Bogor 
melalui RSMM dengan program rehabilitasi 
psikososial kepada ODGJ yang berupa pemberian 
social skill, psikoedukasi, remediasi kognitif 
serta pelatihan life skill serta keterampilan. Kerja 
sama dengan Puskesmas dan mengikutsertakan 
masyarakat dalam penanggulangan gangguan 
jiwa sudah ada melalui program ACT (Assertive 
Community Treatment) dimana masyarakat dapat 
mengupayakan pertolongan kepada penderita 
gangguan jiwa langsung ke RSMM. 
 Usaha promotif perlu lebih banyak 
dilakukan misalnya dengan menyiapkan alat-alat 
sosialisasi seperti spanduk, brosur dan leaflet di 
pelayanan-pelayanan kesehatan sehingga semakin 
banyak masyarakat yang memahami mengenai 
kesehatan jiwa. Selain itu, peningkatan kapasitas 
SDM di Puskesmas melalui pelatihan yang 
adekuat agar upaya pelayanan kesehatan jiwa 
dapat lebih efektif pelaksanaannya.  Ketersediaan 
obat dasar dalam penanganan gangguan jiwa di 
Puskesmas perlu diperhatikan agar pasien dapat 
mengakses obat secara berkelanjutan. Selain 
itu rehabilitasi psikososial perlu lebih diperluas 
lagi agar penderita gangguan jiwa dapat kembali 
diterima di masyarakat. 
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